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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan hukum penyelesaian tanah  di luar pengadilan di Indonesia berpedoman pada Keputusan Kepala BPN RI No. 34 tahun 2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang memberikan arahan langkah-langkah upaya penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan. Kantor Pertanahan Kota Medan telah mengupayakan cukup serius dengan bentuk kinerja di lapangan. Mulai dari penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat tentang permasalahan pertanahan, dan menindaklanjuti laporan
Prosedur peneyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan dilakukan dengan memanggil para pihak secara terpisah untuk mengatahui kemauan masing-masing pihak. Setelah pemanggilan pihak secara terpisah melakukan pengecekan data baik data fisik maupun data yuridis. Dari data tersebut kemudian Kantor Pertanahan menemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan dijelaskan dan diarahkan oleh mediator.  
Hambatan dalam penyelesaian sengketa lahan di luar pengadilan adalah ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa dan mengatasi hambatan mengupayakan proses mediasi lebih dari satu kali, menegaskan akan iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa dalam bermusyawarah, mempersilahkan para pihak untuk menyertakan pendamping orang yang terpercaya untuk membantu memberikan argumentasi dan bukti-bukti.

Saran

Mediator harus lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar mampu memberikan kinerja yang terbaik sebagai mediator terutama senantiasa siap dan sigap dalam menjalankan tugas, sehingga nantinya mampu mengatasi berbagai kendala yang mengiringi upayanya dalam melakukan proses mediasi sengketa tanah yang harus berhadapan dengan kasus-kasus dan atau pihak-pihak yang mempunyai karakteristik yang bermacam-macam. 

Mediator harus menjaga nilai-nilai agama, moral, dan etika selama proses mediasi, serta menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan. Mediator harus memiliki pengetahuan hukum yang kuat, memberikan bantuan hukum yang komprehensif, dan menjaga nilai-nilai moral dan etika selama proses mediasi. Dengan demikian, advokat dapat membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum

Agar hambatan yang muncul dalam proses mediasi dapat diminimalisirkan sehingga tidak berlanjut menjadi sengketa di peradilan. 
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